p-ISSN 2747-1411
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN 2747-1403

WAKAF BERJANGKA DALAM MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB
MALIKI: ANALISIS KOMPARATIF DAN RELEVANSINYA
TERHADAP HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Muhammad Teguh Junaidi, Kholid Saifulloh
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember
Email: teeuhmuhammad323@gmail.com, kholidsaifulloh86@gmail.com

Abstract

Temporary endowment (wakaf berjangka) is a contemporary form of Islamic endowment that
remains a subject of debate in classical Islamic jurisprudence. In Indonesia, this practice has
gained legal recognition through Law Number 41 of 2004, despite the fact that the majority of its
Muslim population follows the Shafi’i school, which rejects the concept. This study aims to
analyze the perspectives of the Shafi’i and Maliki schools regarding temporary endowment and
assess its relevance to Indonesia’s endowment law. The research employs a library research
method with a normative-comparative approach, examining textual evidences, legal maxims, and
scholarly opinions from both schools. The findings reveal that the Shafi’i school prohibits
temporary endowments due to its requirement of perpetuity as a condition for validity.
Conversely, the Maliki school allows it, offering a more flexible interpretation. In the context of
Indonesian positive law, the Maliki view is deemed more applicable and relevant. The study
recommends further empirical research on the practice of temporary endowment in Indonesia
and comparative analysis with other schools, such as Hanafi and Hanbali, to enrich the
development of adaptive and contextual endowment law.

Keywords: Temporary endowment; Shafi’i school; Maliki school; Islamic law,; Indonesian
endowment law.

Abstrak

Wakaf berjangka merupakan bentuk baru dari praktik wakaf yang berkembang di masyarakat
kontemporer, namun masih menjadi perdebatan dalam figh klasik. Di Indonesia, praktik ini telah
mendapatkan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun mayoritas
masyarakatnya menganut Mazhab Syafi’i yang menolak konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap wakaf berjangka
serta menilai relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
library research dengan pendekatan normatif-komparatif dengan mengkaji dalil-dalil dan
pendapat ulama kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i tidak
membolehkan wakaf berjangka karena mengharuskan sifat keabadian dalam wakaf, sementara
Mazhab Maliki membolehkannya dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam konteks hukum
positif Indonesia, pandangan Mazhab Maliki dinilai lebih relevan dan aplikatif. Penelitian ini
merekomendasikan adanya kajian empiris terhadap implementasi wakaf berjangka serta
eksplorasi pandangan mazhab lainnya guna memperkaya wacana hukum wakaf nasional.

Kata kunci: Wakaf berjangka; Mazhab Syafi’i; Mazhab Maliki; hukum Islam; hukum wakaf
Indonesia.
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PENDAHULUAN

Wakaf adalah sistem yang telah terbukti bisa memberikan sumbangsih bagi
kemajuan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan peradaban. Dalam Islam wakaf
telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan sudah mengalami banyak perubahan
yang signifikan mulai dari jenisnya, pengelolaannya hingga peruntukkannya. Semua itu
menuntut adanya ijtihad-ijtihad baru yang bisa memberikan alternatif pengembangan
wakaf pada masa kini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Fauzia et al., 2016).
Wakaf merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam, syariat wakaf
tidak hanya disebutkan dalam alquran namun juga disebutkan dalam hadis, Nabi SAW
bersabda:

A gy o g gl 4y adiy ele ol Al Ao 18D (e V] dlac die aladil ¢ludl Sila 13)

Artinya: jika seorang manusia meninggal dunia maka amalannya sudah terputus keculai

dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya
(al-Qushayrt, 2008).
Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW pernah mewakafkan tanah untuk fakir

miskin dan beliau pernah menganjurkan sahabat Umar bin khatab mewakafkan tanah
untuk fakir miskin (al-Qushayri, 2008). Dalam sejarah Islam, wakaf memiliki peran besar
dalam membangun pendidikan, ekonomi dan membantu orang miskin. Wakaf dalam ilmu
fikih diartikan menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk kepentingan umum
sebagi bentuk ibadah kepada Allah SWT (al-Mawardi, 1430).

Dalam pembahasan fikih Islam, wakaf secara etimologi diartikan menahan,

berhenti, diam ditempat atau berdiri, yang berasal dari kata wagqafa-yaqifu-waqfan ( a3,
lads —aa,) sama artinya dengan kata habasa-yahbisu-habsan (Luss su= sw>), dan secara

terminologi menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya sebagai bentuk
pendekatan diri kepada Allah SWT (Manzir, n.d.).

Harta yang diwakatkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan sebab hal
tersebut menyalahi prinsip utama wakaf yaitu dawam an- naf” (keberlanjutan manfaat)
(Al-Mawardiy, 1994). Oleh karena itu wakaf menjadi instrumen keuangan sosial yang
unik, karena bersifat nirlaba dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, model dan praktik wakaf mulai mengalami
perubahan. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang dalam masyarakat kontemporer

adalah wakaf berjangka, yaitu wakaf yang diberikan batas waktu tertentu, misalnya
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seorangnya mewakafkan hasil kebun anggurnya untuk fakir miskin selama lima atau
sepuluh tahun dan setelah masa tersebut selesai maka harta wakaf kembali kepada wakif.
Model atau praktik seperti ini dianggap lebih inklusif dan realistis, terutama bagi
masyarakat yang ingin berkontribusi namun belum mampu melepaskan hartanya secara
permanen (Sejarah Perkembangan Wakaf, n.d.). Di sinilah muncul urgensi untuk
menyesuaikan konsep fikih klasik dengan realitas kebutuhan sosial modern.

Selain itu, dari sisi keilmuan, masih ada perbedaan penting dalam pandangan fikih
tentang sah tidaknya wakaf berjangka. Mazhab Syafi’i mengharuskan wakaf bersifat
abadi, sedangkan Mazhab Maliki membolehkan wakaf untuk waktu tertentu. Perbedaan
ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang yang perlu dikaji lebih jauh agar bisa
ditemukan titik temu yang sesuai dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia.

Konsep wakaf berjangka telah mendapatkan pengakuan dalam hukum positif
melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Dalam Pasal 1 ayat (1)
disebutkan bahwa seseorang dapat mewakafkan harta miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Pada pasal 6
huruf f juga mencantumkan unsur wakaf yang di dalamnya mencangkup jangka waktu
wakaf (Penjelasan Undang-Undang Wakaf, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan hukum terhadap
bentuk wakaf berjangka sekaligus memberikan ruang bagi model wakaf yang lebih
fleksibel dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun di dalam Islam, hukum
wakaf berjangka masih menjadi perdebatan. Tiga mazhab besar seperti Hanafi, Syafi’i
dan Hambali berpendapat bahwa wakaf harus bersifat permanen (ta’bid) sehingga
membatasi  waktu  dinilai  bertentangan = dengan  syarat sah  wakaf
(9_Aalal)_claddl) b gi A o909 el gl Pf n.d.).

Berbeda dengan pandangan Mazhab Maliki, yang lebih fleksibel dalam persoalan
ini. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu, karena wakaf
adalah sedekah atas manfaat (bukan pokok harta), maka sah dilakukan secara sementara
(berjangka) maupun permanen, sebagaimana bentuk sedekah lainnya (Bayat, 1441a).
Pandangan ini menjadi penting dalam konteks modern, karena memungkinkan perluasan
partisipasi umat dalam wakaf melalui pendekatan yang lebih adaptif dan pragmatis.

Perbedaan pandangan ini juga menunjukkan bahwa ulama menggunakan ijtihad untuk
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menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dan
bermanfaat bagi umat.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam
yang bersifat normatif (das sollen) dan realitas praktik sosial (das sein). Sebagian besar
masyarakat Muslim di Indonesia menganut Mazhab Syafi’i yang berpendapat bahwa
wakaf bersifat permanen (Mustafa, 2023). Di sisi lain tidak semua orang siap atau mampu
untuk mewakafkan hartanya secara permanen. Dalam kondisi ini, wakaf berjangka dapat
dipandang sebagai pilihan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau, yang secara
konseptual membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat
dalam berwakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wakaf berjangka dalam perspektif
hukum Islam menggunakan pendekatan perbandingan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab
Maliki. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan mengkaji dalil
dari hadis, gias dan pendapat para ulama dari kedua mazhab tersebut tentang boleh atau
tidaknya wakaf berjangka, serta mengkaji relevansinya terhadap hukum wakaf di
Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas wakaf berjangka atau
pandangan Mazhab Syafi’i dan Maliki Maliki tentang wakaf berjangka. Namun kajian
yang secara khusus menyebutkan perbedaan pendapat dari dua mazhab tersebut dan
relevansinya terhadap hukum wakaf di Indonesia masih jarang ditemukan.

Pertama, Duhariadin Simbolon dalam tesisnya meneliti tentang “Hukum Wakaf
Berjangka Ditinjau dari Fikih Klasik dan Peraturan Perundang-undangan Nasional”,
dengan fokus utama pada pembahasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta
implikasinya terhadap pemberdayaan umat. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana wakaf berjangka
dapat diterima secara hukum positif di Indonesia meskipun belum sepenuhnya sejalan
dengan pandangan fikih klasik. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-
sama membahas tentang wakaf berjangka dan hubungannya dengan praktik sosial di
Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya adalah, penelitian ini menekankan perbandingan
antara pendapat mazhab Syafi’i yang menyatakan wakaf bersifat permanen sehingga
wakaf muagqat (berjangka) dianggap tidak sah dengan pandangan Mazhab Maliki yang
mengesahkan atau membolehkan wakaf muagqat (berjangka), serta merelevansikannya
dengan hukum wakaf nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut
pandang baru dalam melihat kesenjangan antara hukum Islam normatif (das sollen) dan
realitas praktik sosial (das sein) dalam konteks wakaf (Simbolon, 2016).
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Kedua, Rita Okta Viana dalam penelitiannya membahas penerapan wakaf
berjangka menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i dengan pendekatan komparatif. Hasil
penelitiannya membandingkan pandangan kedua mazhab terhadap keabsahan wakaf
berjangka. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti
perbedaan pendapat antara dua mazhab terkait wakaf berjangka. Sedangkan sisi
perbedaannya, penelitian ini tidak mengaitkan hasil analisisnya dengan realitas hukum
wakaf di Indonesia, sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan
demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan tidak hanya membandingkan
pandangan dua mazhab terhadap wakaf berjangka, tetapi juga merelevansikannya secara
langsung dengan dinamika dan regulasi hukum wakaf di Indonesia. (Viana, 2020).

Ketiga, Yuli Yasin dalam penelitiannya membahas tentang wakaf uang berjangka
dan urgensinya dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Penelitian ini mengangkat
pentingnya wakaf berjangka dalam praktik modern pengelolaan wakaf. Sisi
persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf berjangka
dalam konteks Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut tidak
mengkaji perbandingan pendapat mazhab dan tidak merelevansikannya secara langsung
dengan hukum wakaf nasional seperti dalam penelitian ini. Dengan demikian, kebaruan
penelitian ini terletak pada analisis perbandingan pandangan dua mazhab terkait wakaf
berjangka yang diikuti dengan relevansi langsung terhadap dinamika dan regulasi hukum
wakaf nasional di Indonesia. (Yasin, 2017).

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena fleksibilitas konsep wakaf
berjangka berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Dengan
menganalisis pendapat dari dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi’i dan
Mazhab Maliki, serta melihat relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia, maka
diharapkan penelitian ini dapat menjadi penghubung antara ajaran fikih klasik dengan
perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini
difokuskan untuk membahas bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki
tentang konsep dan hukum wakaf berjangka?, apa persamaan dan perbedaan utama antara
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki dalam memandang wakaf berjangka? dan bagaimana
relevansi pandangan kedua mazhab tersebut dengan ketentuan hukum wakaf berjangka

yang berlaku di Indonesia saat ini?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dengan
pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian

berfokus pada analisis terhadap pandangan dua mazhab fikih (Syafi’i dan Maliki) serta
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relevansinya dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal wakaf berjangka
(Assyakurrohim et al., 2023).

Kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan memanfaatkan
sumber-sumber literatur berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperdalam kajian teoritis
dan mempertajam metodologi, sekaligus memperoleh data yang dibutuhkan secara
komprehensif dari literatur yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua
sumber utama pertama sumber primer, yaitu kitab-kitab fikih dari ulama Syafi’iyah dan
Malikiyah yang membahas tentang wakaf, baik dari aspek keabsahan maupun tujuannya.
Kedua sumber sekunder, berupa buku-buku penunjang, jurnal ilmiah, serta peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dan regulasi turunannya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan hukum
(comparative legal analysis) antara hukum Islam (pandangan mazhab) dan hukum positif
Indonesia. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menemukan titik temu dan perbedaan
antara dua sistem hukum tersebut, serta relevansinya dalam konteks penerapan wakaf

berjangka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki tentang Wakaf Berjangka
Mazhab Syafi’i menolak wakaf berjangka karena menjadikan ta’bid (keabadian)
sebagai syarat sah wakaf

Dalam pandangan Mazhab Syafi’i, konsep wakaf secara umum dapat dipahami
sebagai tindakan menahan ‘ayn (suatu harta benda), memutuskan hak tasharruf
(penguasaan dan pengelolaan) atas benda tersebut agar tidak dialihkan kepemilikannya
baik melalui jual beli, hibah maupun warisan serta menjadikan manfaatnya untuk
kebaikan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Mayoritas ulama Syafi’iyah
sepakat bahwa wakaf harus bersifat fa 'bid (permanen), selamanya tanpa batasan waktu
tertentu, karena wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir kepada
wakif selama harta yang diwakafkan masih ada dan memberikan manfaat (Bayat, 1441b).

Secara terminologi, sebagian ulama Syafi’iyah mendefinisikan wakaf sebagian berikut:
Jyyc\.mdﬁmu\.caﬁc‘ggaj\jj\wmjédﬁaﬂ\éaj;w;&taﬁtm:ﬁ\ugq‘_]b&b

) Lyas
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“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya, serta memutus hak
untuk memperjualbelikannya, baik oleh wakif maupun selainnya, untuk disalurkan kepada tujuan

yang dibolehkan syariat, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah” (Haza‘, 2006).

Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dan giyas kepada ibadah seperti hibah
menjadi landasan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan keabadian wakaf serta menolak
bentuk wakaf berjangka.

Imam al-Ghazali, salah satu ulama besar Mazhab Syafi’i, menegaskan bahwa
salah satu syarat sah wakaf adalah fa’bid (harus bersifat abadi atau permanen). Beliau
mengatakan: “jika seseorang berkata, “Aku wakafkan hartaku ini selama satu tahun,’
maka wakaf tersebut tidak sah, sebagaimana batalnya hibah yang dibatasi waktu
tertentu” (al-Rafi‘1, 1997).

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa menentukan jangka waktu tertentu dalam
wakaf dianggap bertentangan dengan hakikat wakaf tu sendiri menurut mayoritas ulama
Syafi’iyah. Ada beberapa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi‘i bersumber dari hadis
sebagai dasar konsep wakaf. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Umar bin
Khattab beliau menceritakan tentang wakaf ayah beliau yaitu Umar bin Khattab:

.39 yj (g ‘2{9 gL(‘.Lai &Le NP g L‘f é.\qa.’iﬁ

“Lalu Umar bersedekah dengan tanah itu: pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan,
dan tidak boleh diwariskan” (al-Jarad, 2007).

Hadis ini menjadi dasar pandangan ulama Syafi’iyah tentang konsep wakaf,
bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Oleh karena
itu wakaf bersifat tetap (tidak habis pokoknya atau berpindah kepemilikannya).
Ungkapan “tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan” dipahami oleh
ulama Syafi’iyah sebagai isyarat bahwa harta wakaf harus dipertahankan selamanya,
sehingga tidak dibenarkan menetapkan batas waktu dalam akad wakaf, karena jika waktu
tersebut habis maka harta wakaf tersebut kembali menjadi milik wakif, yang kemudian
akan menjadi warisan dan boleh dijual belikan kembali, yang mana ini bertentangan

dengan konsep wakaf yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar.

Pandangan ini secara konsisten dipegang oleh mayoritas ulama Syafi’iyah dalam
Mazhab Syafi’i, diantaranya imam al-Mawardi dan imam al-Ghazali. Oleh karena itu,
wakaf harus bersifat permanen atau berlangsung selamanya dan penetapan waktu dalam

wakaf dipandang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf itu sendiri.
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Imam Syafi’i dalam kitabnya a/-Umm, bab al-ihbas yang membahas tentang wakaf

beliau mengatakan:

 doall e ISI 4 2,5 150 O Lo Jaall Lsinis o 0093 Jaall wYSH o5 31 Lllaally o(asLadl JL3)

oyl csliagall ddaall sdag |yl damgs 2SI dyd die 75 Lo cllay o Jorald 0S5 @ ol Lo (e 1)L

pod e Lugima Jiw Loo Lllaall sda sae § O Ly (nigmge psd ol coplicl agd e iligdsll
ol ey g ye 58 Layoma I3 gy @1 Ol (b gum 90

Imam al-Syafi‘i berkata: “Pemberian yang sempurna adalah yang terjadi melalui ucapan pihak
pemberi saja, meskipun belum diterima oleh pihak penerima. Apabila pemberi mengucapkan
pernyataan pemberian yang berlaku secara sah atas apa yang ia berikan, maka sejak saat itu ia
tidak berhak lagi memiliki atau menarik kembali apa yang telah ia keluarkan melalui ucapannya,

dengan cara apa pun (al-Syafi‘i, 1983).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Imam al-Syafi‘i, wakaf adalah
bentuk pemberian yang bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, sekalipun belum
terjadi proses penerimaan secara fisik. Sifat tidak bisa ditarik kembali tersebut menjadi
esensi utama dari wakaf, yang menurut beliau identik dengan penahanan manfaat untuk
kebaikan, yang tidak boleh terputus atau dibatasi waktu. Oleh karena itu, dalam
pandangan beliau, konsep wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu bertentangan dengan

hakikat wakaf itu sendiri.

Dalam kitab al-Umm juga dijelaskan bahwa Imam al-Syafi‘i menggunakan istilah
abadan (selamanya) yang menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat tetap. Dengan
demikian, wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi‘i harus memiliki karakteristik
kesinambungan manfaat dan ketetapan hukum, tanpa boleh dibatasi oleh waktu tertentu.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan ketidak absahan wakaf berjangka:

Pertama, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam shahih al-Bukhari ketika
sahabat Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang
tanah yang diperolehnya dari perang khaibar. Nabi SAW bersabda:

(ol 2 0aT KLal Etds & )

“Jingka engkau mau, tahanlah pokonya dan sedekahkan manfaatnya” (al-Bukhari, 1993a).
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Didalam riwayar lain Nabi mengatakan:

oyed 3ot (809 aygn ¥y uagy Wy o Lo ¥ cdlialy Buas

“Sedekahkan pokok hartanya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh
diwariskan, tetapi hasilnya boleh diinfakkan (dimanfaatkan)” (al-Bukhari, 1993b).

Dalam riwayat Yahya bin Sa’id disebutkan bahwa Umar bersedekah dengan hasil
kebunnya dan menahan pokoknya, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh: "Lalu Umar
bersedekah dengannya, dengan syarat bahwa pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan,
dan tidak diwariskan." Dalam hal ini, syarat tersebut berasal dari perkataan Umar sendiri.
Namun dalam riwayat lain yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, disebutkan bahwa
Nabi SAW bersabda: "Bersedekahlah dengan pokoknya, yang tidak boleh dijual, tidak
dihibahkan, dan tidak diwariskan. Namun hasilnya boleh dimanfaatkan dan
disedekahkan." Maka Umar pun bersedekah dengannya, dan seterusnya. Riwayat ini
menunjukkan bahwa syarat tersebut berasal dari sabda Nabi SAW. Kedua riwayat ini
tidak bertentangan, karena bisa dikompromikan dengan cara memahami bahwa Umar
menetapkan syarat tersebut setelah diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka di antara para
perawi ada yang meriwayatkan syarat itu sebagai sabda Nabi SAW dan ada yang
meriwayatkannya sebagai perkataan Umar, karena memang Umar yang mengucapkannya

sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Nabi SAW (al-Mubarakfuri, n.d.).

Ungkapan-ungkapan yang ada dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab adalah
landasan utama pengambilan dalil tengtang hukum wakaf, dalam hadis tersebut terdapat

peryataan yang berbunyi >/ 2= “tahanlah pokoknya” dan o4 i Sy o Y cap Yol Y

“tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan” pernyatan-
pernyataan inilah yang menunjukkan wakaf harus bersifat abadi atau selamanya, karena
jika harta wakaf boleh dikembalikan setalah selesai jangka waktunya kepada wakif maka
itu tidak disebut alhabs/tahbis, karena kata tahbis itu sendiri meniadakan kekentuan
waktu. Oleh karena itu perintah Nabi SAW untuk menahan harta wakaf menunjukkan
beliau tidak membolehkan wakaf berjangka dan perkataan beliau yang menjelaskan tidak
bolehnya dijual, dihibahkan dan diwariskan menunjukkan secara jelas wakaf tersebut
harus selamanya dan tidak boleh ditentukan akhir waktunya, karen jika boleh ditentukan

akhir waktunya, maka akan boleh untuk dijual, dihibah dan diwariskan (Zahrah, 1959).
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Kedua, hadis Nabi SAW beliau bersabda:

A 5235 wllo W5 51 4, 28515 ele 51 25,15 28000 e ) A0S (e V) Al ik gladll HLLdYI S5 13)

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara:
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakannya" (al-Hajjaj,
2010).

Para ulama mengartikan sadaqah jariyah sebagai wakaf, "Kata 'jariyah' (A2)\s)
mengandung makna keberlanjutan dan keabadian (al-Qazwini, 2005). Menentukan
waktunya dengan jangka waktu tertentu tidak sejalan dengan sifat berkelanjutan dari
sedekah. Jika sedekah tidak memiliki sifat berkelanjutan dan kekal, maka wakaf akan

terputus dan tidak bersifat abadi."

Ketiga, al-qiyas, Mayoritas ulama Syafi‘iyah menyamakan wakaf dengan bentuk
ibadah lainnya seperti sedekah, hibah dan pembebasan budak yang bersifat permanen dan
tidak boleh ditentukan batas waktunya, karena jika wakaf ditentukan batas waktunya
maka harta tersebut akan kembali kepada wakif. Hal ini tidak sesuai dengan dasar wakaf
yang merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang harus
bersifat tetap dan permanen seperti hibah dan a/- 7tgu (membebaskan budak) (al-Awqaf,
2017). Oleh karena itu, penetapan jangka waktu dalam wakaf dianggap tidak sesuai
dengan sifat wakaf itu sendiri (abadi) yang menjadi syarat sahnya wakaf dalam
pandangan Mazhab Syafi’i.

Prof. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974) adalah seorang ulama besar Mesir
yang dikenal sebagai ahli fikih, tafsir, dan hukum Islam dalam karyanya Muhddarat fi al-
Waqf menjelaskan bahwa wakaf adalah bentuk isgat al-milk (pengguguran hak milik),
dan tidak mungkin dianggap sah kecuali jika bersifat mutlak (tidak dibatasi waktu).
Beliau menegaskan bahwa sebagaimana sedekah dan hibah tidak sah apabila dibatasi
waktunya, demikian pula wakaf; karena fa’bid (keabadian) bukan hanya syarat dalam
wakaf, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari makna wakaf itu sendiri (Zahrah,
1959).

Oleh karena itu, menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan ditegaskan pula oleh
Abu Zahrah, penetapan waktu dalam wakaf menyalahi makna akad wakaf yang harus

bersifat tetap dan final. Pandangan yang menolak keabsahan wakaf berjangka dengan
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alasan tersebut tidak hanya datang dari mazhab Syafi’i, seperti Imam Ibnu Qudamah yang

bermazhab Hambali, berikut perkataan beliau:
Ol b oy 018 B80alS B ) s odd (el Jui e Jlo g los] 48 s 1) aBsll o s
e e clls z s ] 4¥ trumy @ el o dud Uiy of czlis) 13] day of el 13) 4ud gl Loyt o

“Tidak boleh mewakafkan sesuatu untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf adalah bentuk
pengeluaran harta di jalan Allah, dan tidak sah jika bersifat sementara, sebagaimana sedekah
Jjuga tidak sah jika dibatasi waktunya. Jika disyaratkan adanya hak untuk menarik kembali wakaf
saat diinginkan, atau menjualnya ketika dibutuhkan, atau membiarkan siapa saja
memanfaatkannya sesuka hati, maka wakaf tersebut tidak sah. Karena tindakan tersebut pada
hakikatnya bukan pelepasan kepemilikan di jalan Allah, sehingga tidak sah sebagaimana hibah
yang disyaratkan dapat ditarik kembali” (Qudamah, 1997).

Meskipun mayoritas ulama Syafi’iyah menolak keabsahan wakaf berjangka,
terdapat satu pendapat minoritas dalam mazhab ini yang menerima atau memperbolehkan
wakaf berjangka, salah satu diantaranya Imam Ibnu Surayj. Menurut beliau wakaf dapat
dilakukan secara mu ‘abbad (permanen atau selamanya) ataupun mu ‘aqqat (dalam jangka
waktu tertentu). Ia berpendapat bahwa sebagaimana seseorang boleh menginfakkan
sebagian atau seluruh hartanya maka boleh juga baginya menginfakkannya selamanya
atau sementara dalam jangka waktu tertentu. Disebutkan dalam kitab majallatmajma’ al-
Figh al-Islami:

4 cat O 4 Sl iaang dle S yan oF 4l W ¥ sl Cadisll Soam iy onl pobeall 3l JU8
" gy olasll S &

“Wakaf yang dibatasi waktu (wakaf mu’aqqat) diperbolehkan, karena sebagaimana seseorang
boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh hartanya atau sebagian darinya, maka
demikian pula ia boleh mendekatkan diri dengan hartanya untuk selamanya atau sementara”
(“Majallat Majma’ Al-Figh Al-Islami,” n.d.).

Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan (ijma ‘) mayoritas ulama Syafi‘iyah, dapat

disimpulkan bahwa:

1) Wakaf menurut Mazhab Syafi‘i harus bersifat permanen dan tidak boleh dibatasi
waktu.
2) Wakaf berjangka tidak sah menurut Mazhab Syafi‘i karena bertentangan dengan

prinsip dasar wakaf yang mengharuskan keabadian dan keberlanjutan manfaat.
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3) Pendapat yang membolehkan wakaf berjangka hanya bersifat minoritas dan tidak

mewakili pendapat resmi mazhab.

Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka karena tidak menjadikan ta’bid
(keabadian) sebagai syarat sah wakaf

Berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi’i yang menjadikan menolak keabsahan
wakaf berjangka, Mazhab Maliki justru mengakui keabsahan wakaf berjangka, selama
rukun dan syarat wakaf tetap terpenuhi (ad-Dusiiqi, n.d.). Ulama Malikiyah berpendapat
bahwa penetapan batas waktu dalam wakaf berjangka tidak menghilangkan nilai ibadah
maupun manfaat sosial dari harta wakaf itu sendiri. Oleh karena itu jika seseorang
mengatakan: “Saya wakafkan rumah ini selama sepuluh tahun sebagai tempat belajar,”
maka menurut mazhab Maliki, wakaf tersebut dianggap sah dan berlaku selama masa

yang telah ditentukan oleh wakif.

Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dan giyas kepada ibadah seperti sedekah
menjadi landasan Mazhab Maliki dalam membolehkan wakaf berjangka
Landasan Mazhab Maliki dalam membolehkan atau mengesahkan wakaf berjangka
didasari pada ijtihad beliau yang lebih menekankan arti wakaf sebagai bentuk tamlik al-
manfa’ah (pemberian kepemilikan atas manfaat), bukan kepemilikan terhadap ‘ayin
(benda pokok). Oleh karena itu, penetapan jangka waktu tertentu dalam wakaf tidak
dianggap membatalkan tujuan atau maksud dari disyariatkannya wakaf (al-Ba‘dani,

2019).

Hal ini sejalan dengan pernyataan ulama mazhab Maliki yang mengatakan:

- Js (B0 it Tnge palill CaBy Lo uBy ciele Ca33sLl 1] Ca55ll dlin clules cye Byl cadyll o)

“Wakaf adalah bentuk pemindahan kepemilikan manfaat harta kepada penerimanya. Jika wakaf
manfaat secara abadi/permanen dibolehkan, maka kebolehannya dalam bentuk sementara tentu
lebih utama (a fortiori)” (Haza‘, 1427).

Kedua, sebagian ulama dalam membolehkan wakaf berjangka didasarkan pada
prinsip hukum asal ibadah seperti sedekah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang
melarangnya. Wakaf adalah bentuk sedekah, dan tidak ada satupun Nash dari al-Qur’an
maupun hadis yang secara tegas melarang penetapan waktu dalam wakaf. Yang dilarang
di dalam hadis adalah mengalihkan kepemilikan harta wakaf selama masa wakaf itu

berlangsung, bukan penentuan batas waktunya.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Majdah Mahmiid Haza“ dalam disertasinya
al-Waqf al-Mu’aqqat wa Mawqif al-Syari ‘ah minhu, beliau menyatakan:

Bte k) of (o9 Led 8yl ain 9o dic y9 6l 3] tLadl (o piay Lo Ll (e 35 o] Ao a8 1"
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“Wakaf adalah sedekah, dan tidak ada satu pun dalil dari syariat yang melarang
penetapan waktunya. Yang datang dari syariat hanyalah larangan untuk melakukan transaksi
(alih kepemilikan), baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, selama masa wakaf berlangsung.
Adapun larangan menentukan jangka waktu wakaf harus berdasar pada nash yang
mengharamkannya. Karena tidak ada nash, baik secara tekstual maupun kontekstual, yang
menunjukkan larangan tersebut, maka hukum asal pensyariatan (boleh) tetap berlaku” (Haza®,
1427).

Ketiga, termasuk yang memperkuat pendapat bolehnya atau sahnya wakaf
berjangka adalah karena pendapat ini memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi
umat untuk terlibat dalam amal kebaikan. Masih banyak orang yang enggan untuk
mewakafkan hartanya, karena mengetahui bahwa harta tersebut akan sepenuhnya lepas

dari kepemilikan mereka secara permanen (al-Awqaf, 2017).

Namun apabila tersedia alternatif lain seperti wakaf berjangka, di mana harta yang
diwakafkan tersebut akan kembali setelah masa tertentu, hal ini dapat menjadi dorongan
bagi lebih banyak orang untuk ikut dalam kebaikan. Secara fitrah, manusia memiliki
kecenderungan kuat untuk mempertahankan harta yang dimilikinya. Maka, wakaf
berjangka dapat menjadi solusi atas hal tersebut, selama tidak diterapkan pada jenis wakaf
yang secara syar‘i memang disyaratkan bersifat abadi, seperti wakaf masjid (al-Awqaf,

2017). Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran Surah At-Taubah ayat 91:
et 0 ol e Lo
“Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik”
Meskipun ayat ini tidak secara langsung dijadikan dasar hukum oleh para ulama
dalam konteks wakaf berjangka, namun makna umum ayat ini selaras dengan semangat
syariah yang mendorong segala bentuk kebaikan, termasuk bentuk wakaf mu agqat

(berjangka), karena wakaf berjangka merupakan bentuk kebaikan dari seseorang yang

ingin memberikan manfaat walaupun tidak permanen.
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Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Maliki
membolehkan atau mengesahkan wakaf berjangka asalkan rukun dan syarat-syaratnya
terpenuhi. Ini didasarkan pada pandangan bahwa hal yang penting pada wakaf adalah
manfaat yang datang darinya, serta tidak ada dalil yang melarang penentuan jangka
waktunya, ditambah dengan pertimbangan maslahat yang mendukung fleksibilitas wakaf
di era ini.

Persamaan dan Perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki

Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki memiliki kesamaan dalam memandang tujuan
wakaf. Keduanya menganggap bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang
bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memberikan manfaat kepada
umat. Persamaan ini dapat dilihat dalam definisi wakaf menurut masing-masing masing
mazhab, yang sama-sama menekankan pada pemanfaatan harta wakaf. Dalam pandangan

ulama Syafi’iyah, wakaf didefinisikan sebagai:

d9>94 CLm Byna e opnig adlgll oo diud, ‘3 NEJORG| t]a.b'_' dige cla, ] tL&.ﬁY‘ O Jlo s
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“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya, serta memutus hak
untuk memperjualbelikannya, baik oleh wakif maupun selainnya, untuk disalurkan kepada tujuan
yvang dibolehkan syariat, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah” (Haza‘, 1427).

Sementara itu, ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai:

e il iy a8 cagle g sall ) i 8 sl gdilia el (e 5 e 8 1 )"
" YL L
“Wakaf adalah bentuk pemindahan kepemilikan manfaat harta kepada penerimanya. Jika wakaf

manfaat secara abadi/permanen dibolehkan, maka kebolehannya dalam bentuk sementara tentu
lebih utama (a fortiori)” (Haza‘, 1427).

Kedua definisi tersebut menekankan aspek pemanfaatan harta dalam wakaf.
Dengan demikian, meskipun mereka berbeda dalam hukum keabsahan menentukan
jangka waktu wakaf, keduanya memiliki persamaan bahwa tujuan utama wakaf adalah

memberikan manfaat kepada umat dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah.

Mazhab Syafi’i mensyaratkan bahwa wakaf harus bersifat ta’bid (permanen),
sehingga tidak sah apabila ditentukan jangka waktunya. Sebab dalam pandangan ulama

Syafi’iyah, ketika seseorang mewakafkan hartanya maka ia telah melepaskan
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kepemilikannya atas harta tersebut secara permanen dan kepemilikannya berpindah

kepada Allah SWT. Hal ini didasari hadis Nabi SAW:

Loge g uagy Fgplo Y

“Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan” (al-Bukhari, 1993a).

Yang kemudian dipahami oleh ulama Syafi’iyah bahwa wakaf harus bersifat
ta’bid (permanen), dan menetapkan batas atau jangka waktu dalam wakaf bertentangan
dengan hadis. Sebaliknya, Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka, dengan alasan
bahwa tidak ada Nash yang mewajibkan wakaf harus bersifat ta’bid (berlangsung
selamanya). Hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW sebagaimana dalam sebagian
riwayat disebut berasal dari Umar RA yang menyatakan:

Lgs Yy g Ay gl Y

“Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan”’(al-Bukhari, 1993b).

Ulama Malikyah memahami bahwa larangan dalam hadis tersebut berlaku selama
masa wakafnya berlangsung, bukan sebagai dalil syarat sahnya wakaf. Oleh karena itu,
jika wakaf ditentukan jangka waktunya maka setelah selesai jangka waktunya harta
tersebut akan kembali menjadi milik wakif kecuali jika wakaf tersebut berupa masjid

yang secara syari’at memang bersifat abadi.

Dengan demikian, salah satu sebab perbedaan pendapat antara kedua mazhab
tersebut adalah cara memahami hadis Nabi SAW, yang kemudian menjadi dalil Mazhab
Syafi’i menjadikan ta’bid sebagai syarat wakaf, sedangkan Mazhab Maliki
memahaminya sebagai hukum yang berlaku selama masa wakaf berlangsung, bukan

syarat mutlak.

Relevansi Pandangan Mazhab dengan Hukum Wakaf di Indonesia

Penerapan Hukum Wakaf Berjangka dalam Peraturan di Indonesia (Hukum
positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah membuka
ruang bagi penerapan wakaf berjangka, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hukum wakaf di Indonesia dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara normatif, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
memberikan kerangka yuridis yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan wakaf

di Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006). Dalam
Pasal 1 UU No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (1) Nomor 42 Tahun
2006 ditegaskan bahwa wakif dapat mewakatkan harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendaknya.
Ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya membolehkan wakaf yang bersifat
permanen dan selamanya, tetapi juga membolehkan wakaf berjangka (“Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 Ayat (1),”
2004).

Selain itu, keberlanjutan manfaat harta wakaf tetap mendapatkan perhatian dalam
peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 40 UU Wakaf menetapkan bahwa harta
benda wakaf tidak boleh dialihkan, dijual, dihibahkan atau diwariskan, selama statusnya
sebagai wakaf masih berlaku. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam
menjaga keberlangsungan manfaat sosial dan keagamaan dari harta benda yang telah
diwakafkan (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, Bab IV Pasal 40,” 2004).

Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, pandangan Mazhab Maliki lebih
relevan dan aplikatif karena membolehkan wakaf berjangka, sebagaimana diakomodasi
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara itu, pandangan
Mazhab Syafi’i yang menolak wakaf berjangka tidak dijadikan rujukan utama dalam
perumusan hukum positif wakaf di Indonesia, meskipun tetap dihormati sebagai bagian

dari khazanah pemikiran fikih Islam.

Hukum wakaf di Indonesia tidak dibatasi secara eksklusif dengan satu mazhab
fikih tertentu. Dalam praktiknya negara menerapkan pendekatakaan selektif dengan
mengambil pandangan dari berbagai mazhab yang dinilai paling relevan dan maslahat
bagi Masyarakat. Ini membuka ruang untuk mengambil pandangan Mazhab Maliki yang
membolehkan wakaf berjangka, meskipun mayoritas, penduduk muslim Indonesia secara
kultural mengikuti Mazhab Syafi’i yang menjadikan salah satu syarat sahnya wakaf

adalah ta ’bid (selamanya).

Dalam konteks wakaf, pemerintah mempertimbangkan urgensi sosial-ekonomi
masyarakat, termasuk kenyataan bahwa tidak semua pihak mampu melepaskan hartanya

secara permanen (Arafat & Fauzan, 2025). Oleh karena itu, pandangan Maliki lebih
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relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan tetap menjaga ketentuan syari’at.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan

peraturan perundang-undangan Pasal 1 Ayat (1) No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan

bahwa wakif dapat mewakatkan hartanya untuk dimanfatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu. Artinya, secara hukum positif, negara memberikan pengakuan

hukum terhadap wakaf berjangka sebagaimana dibolehkannya dalam Mazhab Maliki

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006).

No. Aspek Mazhab Syafi’i Mazhab Maliki

1 Keabsahan Syafi’i: Tidak sah karena Maliki: Sah, karena wakaf
Wakaf wakaf harus ta’bid (abadi).  dipahami sebagai pemberian
Berjangka manfaat.

2 Dalil Pokok Syafi’i: Hadis Abdullah bin ~ Maliki: Pemahaman umum
Umar dan giyas terhadap terhadap wakaf sebagai
hibah. tamlik al-manfa’ah dan

tidak adanya nash
pelarangan.

3 Tujuan Wakaf  Syafi’i: Sebagai bentuk Maliki: Sama dengan
ibadah untuk mendekatkan ~ Syafi’i yaitu Sebagai bentuk
diri kepada Allah dan ibadah untuk mendekatkan
memberi manfaat sosial. diri kepada Allah dan

memberi manfaat sosial.

4 Aplikasi dalam Pandangan Syafi’i tidak Pandangan Maliki lebih

Hukum Positif

Indonesia

relevan dengan hukum
wakaf berjangka dalam UU
No. 41 Tahun 2004.

relevan karena diakomodasi

UU No. 41 Tahun 2004.

Tabel ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab

Maliki dalam memahami konsep wakaf berjangka yang mencakup aspek keabsahan, dalil,

hingga aplikasinya dalam hukum positif di Indonesia. Dari uraian tersebut, tampak bahwa
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pandangan Mazhab Maliki lebih sejalan dengan regulasi wakaf nasional, khususnya

sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Mazhab
Syafi’i dan Mazhab Maliki terkait keabsahan wakaf berjangka. Mazhab Syafi’i menolak
konsep wakaf berjangka dengan alasan bahwa fa 'bid (keabadian) merupakan syarat sah
wakaf, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan analogi dengan ibadah seperti hibah.
Sebaliknya, Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka karena tidak mensyaratkan
keabadian sebagai unsur esensial wakaf, juga dengan merujuk pada dalil yang sama

namun dengan pendekatan ijtihad yang berbeda.

Meskipun kedua mazhab sepakat bahwa wakaf adalah bentuk ibadah untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat, perbedaan terletak
pada penilaian hukum keabsahannya. Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia,
pandangan Mazhab Maliki lebih relevan dan terakomodasi melalui Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 yang membuka ruang legal bagi praktik wakaf berjangka.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan dilakukannya studi
empiris terhadap implementasi wakaf berjangka di Indonesia, serta kajian komparatif
terhadap pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Hal ini penting untuk
membangun sistem hukum wakaf yang lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat kontemporer.
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